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Mengingat

KEAMANAN WILAYAII UDARA PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, Daerah mempunyai

kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan
kerukunan nasional serta keutuhan NKRI, kita mempunyai kewajiban
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrast

nasional dan tegaknya kedaulatan NKRI perlu dilaksanakan deteksi
dini dan peringatan di daerah sehingga periu didukung dengan
koordinasi yang baik antara aparatur Pemerintah Daerah dengan
unsur TNl AU;

. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b tersebut diatas agar

pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dipandang
perlu membentuk Tim Pembina dan Pengawasan Pertahanan
Keamanan Wilayah Udara Provinsi Lampung, serta menetapkannya
dengan Keputusan Gubernur Lampung.

. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Lampung;

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerabh;

. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Lampung;

. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2007.



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian
Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka
Deteksi Dini ATHG Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan
Republik Indonesia,

2. Radiogram Mendagri Nomor : 300/2595/Sj tanggal 11 Oktober 2005
tentang adanya ancaman terorisme serta gangguan terhadap
keamanan dan ketertiban umum;

3. Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 300/2419/1V.08/2005
tanggal 28 Oktober 2005 perihal meningkatkan kewaspadaan dan
deteksi dini adanya ancaman terorisme serta gangguan terhadap
keamanan dan ketertiban umum;

4. Surat Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 188.32/0785 D.II tanggal 12
Mei 2006 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Komunitas
Intelijen Daerah.,

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pembina dan Pengawasan Pertahanan Keamanan
Wilayah Udara Provinsi Lampung, dengan susunan personalia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Pembina Pembina dan Pengawasan Pertahanan Keamanan Wilayah
Udara Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memfasilitasi hubungan kerja TNI AU dengan Pemerintah Daerah dan
hubungan antar instansi di daerah di bidang Pengamanan Wilayah
Udara Provinsi Lampung;

b. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan
mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan dari berbagai sumber
mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman
stabilitas nasional di daerah dan :

c. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur
mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan
dini, dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di
daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur Lampung dengan tembusan Menteri Koordinator Politik
Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM,
Kepala BIN, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Udara.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung.dengan
berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR
TANGGAL
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SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN
PERTAHANAN KEAMANAN WILAYAH UDARA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

KEDUDUKAN DALAM
NO NAMA/JAI?ATANHNSTANSI KEANGGOTAAN KETERANGAN
1 _ 2 3 LA
1 | Gubernur Lampung Pembina Diberikan
honorarium
2 | Komandan Lanud Astraksetra Ketua yang
. dibebankan
3 l;epa_lla _Badan Kesbang dan Linmas Daerah Sekretaris kepada APBD
rovinsi Lampung Provinsi
rovinsi
4 | Perwira Seksi Lanud Astraksetra Anggota %arr:lpung
ahun
5 | Ka. Bid Pengkajian Masalah Politik Strategis Anggaran 2007
Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Anggota pada Dokumen
LLampung Pelaksanaan
. Anggaran
6 | Operasional Lanud Astraksetra Anggota (DPA) Badan
7 | Kasub. Bid. Pengkajian Masalah Ekonomi E_esbang[]) dan )
Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Badan Anggota Pmm;as_ aera
Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung rovinsi
Lampung Kode
8 | Kasi Operasi dan Latihan Lanud Astraksetra Anggota Rekening
5.2.1.01.01
9 | Bintara Administrasi Lanud Astraksetra Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,
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